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MOTIO :

‘Sesungguhnya kepunyaan Alah-lah Kerajaan langit dan bumi. Dia
menghidupkan dan mematikan dan seRali-Rah tidak ada pelindung dan

penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubak : 116)

Ku Persemmbahkan unituk :

}

Y

Kedua orang tuaku tersayang yang selalu
memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus
demi masa deparnku.

Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan
satu persatu, terima kasih atas dukunganriya.
Almamaterku.



ABSTRAK
AKIBAT HUKUM TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK

MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG)

REPIYAN

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah upaya hukum
Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan
pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang? dan Apakah akibat
hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi
di Pengadilan Negeri klas IA Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah
“penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data
sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif,
yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat
yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan
Negeri klas IA Palembang maka pihak yang dinyatakan menang perkara perdata
oleh majelis hakim atas dasar putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan
hukum tetap tersebut dapat mengajukan sita eksekusi ke pihak Pengadilan Negeri
Palembang dengan memenuhi peryaratan seperti biaya eksekusi. Dan Akibat
hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi
di Pengadilan Negeri klas IA Palembang, yaitu : eksekusi ditetap[kan oleh hakim
“dalam suatu penetapan menjadi non eeecutable, maka eksekusi berhenti setelah
adanya penetapan non executable tersebut. Namun demikian, pihak yang tidak
puas dengan penetapan non executable tersebut masih dapat mengajukan upaya
hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Tergugat Kalah, Putusan Pengadilan Negeri.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana
caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.!

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak
boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan
melalui pengadilan. Pihak yang mera dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan
perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya,
yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali
orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa
dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang
tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili
oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public
seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain

sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi,

'Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006,
him 2.



Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui
pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-
kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak
Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.’

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan
mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat
adalah pihak yang ditarik kedepan pengadilan karena dirasa oleh penggugat
sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini
dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan
pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara
perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan
mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan
Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di
sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua
Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara
perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai
aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui

duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang

Ibid., him 14



akan ditegakkan, biak peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri
perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang
harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut
memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut
bersidang.®

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya
kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas
dengan putusan pengadilan. Akan tetapi adanya putusan pengadilan saja belum
berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan
tersebut telah dilaksanakan.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi
dilawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Putusan pengadilan
mengenai perkara di mana pihak tergugat lebih dari seorang dan di antaranya ada
yang tidak menyatakan banding dan kasasi, pelaksanaannya harus menumggu
sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu
kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan

eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.™

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 2004., hlm74.

*Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka
Kartini, Yogyakarta, 2002, him 46



Akan tetapi, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat
negara, melainkan hanyalah putusan pengadilan yang diktumnya Dbersifat
condemnatoir. Sedangkan putusan yang diktumnya bersifat declaratoir dan
constitutief tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Sebab
putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief tidak memuat adanya hak atas
sautu prestasi. Akibat hukum yang terjadi karenaputusan pengadilan yang bersifat
declaratoir dan constitutief berupa suatu keadaan yang sah menurut hukum dan
perubahan keadaan hukum dengan sendirinya terjadi pada saat putusan tersebut
diucapkan. Jadi akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan
pihak lawan yang dikalahkan sehingga tidak memerlukan upaya pemaksa.

Putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir juga tidak selalu harus
dilaksanakan dengan paksaan, melainkan hanya jika putusan tersebut tidak
dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dihukum. Apabila putusan
pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum
sesuai dengan bunyi dictum putusan, maka selesailah perkaranya tanpa perlu
bantuan alat negara untuk melaksanakannya.

Jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi daripada
apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi
suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana
tercantum dalam putusan pengadilan.

Dalam praktek sita eksekutorial itu dilakukan oleh panitera pengganti

pengadilan negeri dengan dibuat oleh dua orang saksi. Dengan bekal surat



perintah yang berbentuk penetapan dari ketua pengadilan negeri, panitera
pengganti menuju lokasi dimana obyek sengketa berada guna melaksanakan sita
eksekutorial tersebut. Penyitaan ini dapat dilakukan baik terhadap barang
bergerak maupun tidak bergerak dengan dibuatnya berita acara penyitaan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan putusan pengadilan negeri
terhadap perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi, untuk maksud tersebut
selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM
TERGUGAT YANG KALAH PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN
PUTUSAN PENGADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG).
B. Permasalahan
Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara
tidak melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas
IA Palembang?
2. Apakah akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan

putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam



penelitian ini yang bersangkut paut dengan akibat hukum putusan pengadilan
negeri terhadap perkara perdata yang tidak dapat dieksekusi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan
yang jelas tentang :

1. Upaya hukum Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak
melaksanakan putusan pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA
Palembang.

2. Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan
pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri
perkara perdata.’

2. Sita Eksekusi yaitu : ketua pengadilan negeri maka ketua pengadilan negeri
karena jabatannya member perintah kepada panitera pengganti atau juru sita
pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang
dikalahkan (debitur) atau barang-barang yang objek sengketa guna
kepentingan menjalankan keputusan lebih lanjut.®

3. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubuangan antara
perseroangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya mengenai hak

dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

E. MetodePenelitian

* Ibid., him. 86
¢ Sudikno Mertokusumo. Op.Cit., him 113



1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.
2. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (/ibrary research) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan



menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, data primer diperoleh melalui wawancara pada
Pengadilan Negeri Klas I A palembang.

4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan
menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,
sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.
F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual,
Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata,
Pihak-pihak dalam Perkara Perdata, Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Perdata,
Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Perdata, Pengertian Eksekusi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya hukum
Penggugat terhadap tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan
pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

Akibat hukum tergugat yang kalah perkara tidak melaksanakan putusan
pengadilan (studi di Pengadilan Negeri klas IA Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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